
 
 

1 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI  PERSEROAN TERBATAS, PAILIT, LELANG 

 

A. Perseroan Terbatas 

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 

Tahun 2007 yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang 

selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara 

menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah 

“terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu 

hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.
1
 

2. Organ-organ Perseroan Terbatas 

Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan 

masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 

Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang 

Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.   
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a. Rapat Umum Pemegang Saham  Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 

2007 memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan 

yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi 

atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-

undang ini dan atau anggaran dasar.    

Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang 

saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan 

perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik 

perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan 

perseroan yang dilakukan direksi. Melalui RUPS, pemegang saham 

berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari 

direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata 

acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, RUPS 

dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali 

semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan 

menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat 

yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007. 

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan direksi atau dewan 

komisaris, namun bukan berarti RUPS merupakan organ tertinggi dalam 

perseroan. Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan adalah 

sama dengan organ perusahaan yang lain seperti direksi dan dewan 
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komisaris. RUPS, direksi dan dewan komisaris adalah sederajat
2
 Dengan 

demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari direksi dan dewan 

komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai 

dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.
3
 

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata 

untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. 

Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan 

kepentingan (conflict of interest). Tidak mempergunakan kekayaan, milik 

atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh 

mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil 

sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan 

yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan 

melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan perseroan. 

Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (abose of 

authority), atau mengandung ultra vires.8 Dengan demikian, direksi 

mempunyai batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan 

perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Penjelasan 

Pasal 92 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007  menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan 

yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan 

kelaziman dalam dunia usaha sejenis.  Direksi diberikan hak dalam 
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mengambil kebijakan yang dianggap tepat, menurut penjelasan Pasal 92 

Ayat (2), yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat antara 

lain:  

(1) Harus berdasar keahlian (skill) yang bersumber dari pengetahuan 

luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan 

dan pengalaman;  

(2) Harus berdasar peluang yang tersedia (available opportunity): 

a) Kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus 

benar-benar mendatangkan keuntungan (favorable advantage); 

dan  

b) Kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar 

cocok (suitable condition) bagi perseroan dan bisnis.  

(3) Kebijakan yang diambil, harus benar berdasarkan kelaziman dunia 

usaha (common business practice).Pada prinsipnya ada dua fungsi 

utama dari direksi dalam suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:
4
 

a) Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas 

memimpin perusahaan;  

b) Fungsi representasi, dalam direksi mewakili perusahaan di 

dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di 

luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan 

hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak 

yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan 

                                                           
4
 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam 

Hukum Indonesia,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 32. 



5 

 

 

perseroan.  Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 

menyebutkan, direksi berwenang mewakili perseroan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pasal 99 Ayat 

(1) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa direksi yang 

tidak berwenang mewakili perseroan apabila:  

(1) Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan 

anggota direksi yang bersangkutan; atau  

(2) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan 

kepentingan dengan perseroan. 

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 

2007 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris berdasarkan 

Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007  

adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha 

perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.    

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 

Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”  
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adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh 

dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, 

tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan. Tugas pengawasan tersebut, dapat juga 

dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara 

lain sebagai berikut: 

(1) Melakukan audit keuangan;  

(2) Pengawasan atas organisasi perseroan;  

(3) Pengawasan terhadap personalia.   

b. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan 

komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan 

majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak 

sendiri-sendiri, tetapi bertindak berdasar pada keputusan dewan 

komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 108 Ayat (3) 

dan (4) UU No. 40 Tahun 2007. Berbeda dari direksi yang 

memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri 

dalam menjalankan tugas direksi. Perseroan yang kegiatan usahanya 

berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, 

perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada 

masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 

dua orang anggota dewan komisaris.  Setiap anggota dewan 

komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 

perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 



7 

 

 

tugas pengawasan perseroan. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 

dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut 

berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan 

komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (3) 

dan (4) UU No. 40 Tahun 2007.Pasal 114 Ayat (5) UU No. 40 Tahun 

2007 menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atas kerugian tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat kepada direksi apabila dapat membuktikan:  

(1) Telah membuktikan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan;  

(2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang 

mengakibatkan kerugian; dan  

(3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah 

timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

c. Dewan Direksi 

         Dewan Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di 

dirikannya perseroan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak 

harus memiliki kewarganegaraan Indonesia tetapi juga dapat 

memiliki kewarganegaraan asing. UU PT sendiri tidak mengatur 
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mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki 

jabatan direktur. 

Namun, dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Tenaga kerja asing dilarang 

menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-

jabatan tertentu”, sehingga dapat diartikan jika tenaga kerja asing 

boleh menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan yang 

mengurusi atau berhubungan secara langsung dengan kepegawaian 

atau personalia seperti Direktur HRD.  

Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalan pengurusan 

perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan 

batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran 

dasar. Selain itu, direksi mempunyai kewajiban untuk; 

1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah 

RUPS dan risalah rapat direksi. 

2) Membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS. 

3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan 

Perseroan diatas dan dokumen Perseroan lainnya. 

3. Modal dan Saham Perseroan Terbatas 

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang 

disebut authorized capital yakni jumlah modal yang disebutkan atau 

dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar 

tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share, 
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stock). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan 

para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota 

perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada 

perseroan.
5
 

Modal perseroan dibagi tiga bagian yakni modal dasar, modal 

ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar (authorized capital/ 

nominal capital) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang 

ada dalam perseroan. 

a. Modal Dasar 

Pasal 32 UUPT angka 1 dan 2 menyebutkan:  

“Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah).”  

“Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat 

menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar 

daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).”  

b. Modal ditempatkan (geplaat capital/ issued capital/ allotted 

capital) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk 

disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. 

Pasal 33 angka 1 UUPT 2007 berbunyi:  
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“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan 

disetor penuh.”  

c. Modal disetor (gestort capital/ paid up capital) adalah modal 

yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan 

pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang 

ditempatkan dari modal dasar Perseroan.39 Modal disetor penuh 

dibuktikan dengan bukti penyetoran sah berdasar Pasal 33 angka 

2 UUPT 2007 berbunyi:  

“Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.” 

Secara umum, penyetoran modal ke PT dilakukan dengan uang 

tunai. Setiap penyetoran dalam bentuk tunai oleh pendiri (selama 

Perseroan Terbatas belum berbadan hukum) dan pemegang 

saham (setelah PT disahkan) harus dapat dibuktikan dengan bukti 

setoran yang sah. Namun, selain uang tunai, UU PT No. 40 

Tahun 2007 juga memungkinkan dilakukan penyetoran dalam 

bentuk lain, penilaian setoran saham ditentukan berdasarkan nilai 

wajar yang ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan 

dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak berafiliasi dengan 

PT. jika penyetoran saham dilakukan dalam bentuk benda tidak 

bergerak maka hal tersebut harus diumumkan dalam satu surat 

kabar atau lebih, dalam jangka waktu empat belas hari setelah 
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akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan 

penyetoran saham tersebut. 

B. Kepailitan 

1. Pengertian Kepailitan 

Pengertian kepailitan secara definitif tidak ada peraturannya atau 

penyebutannya di dalam Undang-Undang Kepailitan. Namun, para 

sarjana hokum kebanyakan memberikan definisi kepailitan dari 

berbagai sudut pandang dan dari berbagai pasal di dalam undang-

undang itu sendiri.  

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si 

debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua 

kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang).
6
 

Dari definisi diatas tampak bahwa kepailitan itu pun merupakan 

perbuatan yang yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi 

terhadap harta debitur untuk pemenuhan kepada kreditur. 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa syarat untuk dapat 

dinyatakan pailit adalah apabila debitur telah berhenti membayar 

hutangnya, bukan karena tidak sanggup. Dengan kata lain, berhenti 

karena debitur tidak berkeinginan untuk membayar utangnya.
7
 

2. Asas-asas  
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Dibawah ini beberapa asas yang terkandung didalamnya, yaitu 

sebagai berikut :
8
 

a. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah 

investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan 

perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negri. 

b. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan 

yang seimbang bagi kreditor dan debitur, menjungjung 

keadilan dan memerhatikan kepentingan keduanya, meliputi 

segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan 

penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan 

efektif. 

c. Purtusnya pernyataan pailit seharusnya berdasarkan 

persetujuan para kreditor mayoritas. 

d. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat 

diajukan terhadap debitur yang insolvent, yaitu yang tidak 

membayar utang-utangnya kepada para kreditor mayoritas. 

e. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, 

seharusnya diberlakukan keadaan diam (standstill) secara 

otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memulai 

memberlakukan automatic standstill atau automatic 

staysejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di 

pengadilan. 
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f. Undang-Undang Kepailitan harus mengakui hak sparatis 

dari kreditor pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan 

harus dihormati oleh undang-undang kepailitan. 

g. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu 

yang tidak berlarut-larut. 

h. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum. 

i. pengurus perusahaan yang karena kesalahannya 

mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus 

bertanggung jawab secara pribadi. 

j. Undang-Undang Kepailitan mengatur kemungkinan utang 

debitur direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan 

permohonan pernyataan pailit. 

k. Undang-UndangKepailitan harus mengkriminalisasi 

kecurangan yang menyangkut kepailitan debitur. 

3. Tujuan Kepailitan 

Sebagaimana dikutip oleh Jordan dari buku The Early History of 

Bankruptcy Law, yang ditulis oleh Louis E. Levinthal, tujuan 

utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut :
9
 

"All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and 

enacted, has at least two general objects in view. It aims first, to 

secure an equitable division of the insolvebnt debtor's property 

among all his creditors, and in the second place, to prevent on the 

part of the insolvent debtor conduct detrimental to the interest of his 

creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the 

creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A 
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third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by 

means of the discharge, is sought to be attained in some of the 

systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature 

of the law" 

“Namun, semua undang-undang kepailitan, tidak peduli kapan atau di 

mana dirancang dan diberlakukan, memiliki setidaknya dua objek 

umum dalam pandangan. Itu bertujuan pertama, untuk mengamankan 

pembagian yang adil dari properti debitur bangkrut di antara semua 

kreditornya, dan di tempat kedua, untuk mencegah pihak debitur pailit 

merugikan kepentingan kreditornya, dengan kata lain, undang-undang 

kebangkrutan bertujuan untuk melindungi kreditor, pertama, dari satu 

sama lain dan, kedua, dari debitor mereka. Obyek ketiga, 

perlindungan debitur yang jujur dari para kreditornya, dengan cara 

pemberhentian, diusahakan untuk dicapai dalam beberapa sistem 

kebangkrutan, tetapi ini sama sekali bukan fitur mendasar dari hukum" 

 

Oleh dari itu, beberapa tujuannya adalah: 

a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor 

diantara para kreditornya, 

b. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dapat merugikan kepentingan para Kreditor. 

c. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari 

para Kreditomya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. 

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya The Nature of Bankruptcy, 

sebagaimana dikutip oleh Jordan et al, tujuan semua Undang-undang 

Kepailitan (bankruptcy laws) adalah untuk memberikan suatu forum 

kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap 

aset seorang Debitor yang tidak cukup nilainya ( "debt collection 

system.") 
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan tujuan-tujuan dari 

kepailitan, yaitu sebagai berilikut :
10

 

a. Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak 

mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa 

"semua harta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada 

di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitor", yaitu 

dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka 

dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap Debitor. Menurut 

hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 

KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya 

saling rebut di antara para Kreditor terhadap harta Debitor 

berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-

undang Kepailitan, maka akan terjadi Kreditor yang lebih kuat 

akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada Kreditor 

yang lemah. 

b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor di antara 

para Kreditor sesuai dengan asas pari passu (membagi secara 

pro-porsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor 

konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan 

besarnya tagihan masing-masing Kreditor tersebut). Di dalam 
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hukum Indonesia, asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUH 

Perdata. 

c. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan 

yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Dengan 

dinyatakan seorang Debitor pailit, maka Debitor menjadi tidak 

lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan 

memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan 

pailit itu status hukum dari harta kekayaan Debitor menjadi 

harta pailit. 

d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan 

memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik 

dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan 

utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang 

Debitor perorangan (individual debtor) akan dibebaskan dari 

utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau 

likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta 

kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh Likuidator tidak 

cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para 

Kreditornya, tetapi Debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk 

melunasi utang-utang tersebut. 

4. Syarat Kepailitan 

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan 

kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak 
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akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut : 
11

 

a. Pailit ditetapkan apabila debitor mempunyai dua kreditor atau 

lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh tempo (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 

2004) 

b. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (concursus creditorum) 

c. Harus ada utang. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tidak 

menentuka apa ang dimaksud dengan utang. Dengan demikian 

para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan 

pailit dapat berselisih pendapat ada atau tidak adanya utang.  

d. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tidak membedakan, 

akan tetapi menyatukan syrat utang yang telah jatuh tempo dan 

utang yang telah dapat ditagih. 

e. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Bunyi Pasal 2 ayat (1) di dalam Undang-Undang No.37 Tahun 

2004 merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan 

Failissementverordening STB. 1905 Jo. S. 1906 No 348. Bunyi 

Pasal 1 ayat (1) Fv adalah : Setiap debitur yang tidak mampu 

membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti 

                                                           
11

Ibid, hlm 31 
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membayar kembali utangnya tersebut, baik permintaannya 

sendiri maupun atas permintaan seorang kredtor atau beberapa 

orang kreditornya, dapat dilakuakan keputusan oleh hakim yang 

menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan 

pailit. 

f. Debitur harus dalam keadaan insolvent yaitu tidak membayar 

lebih dari 50% utang-utangnya. Debitur harus telah berada 

dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya, 

bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua orang 

kreditor saja.  

C. Lelang 

1. Pengertian Lelang 

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untukumum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/ ataulisan yang semakin 

meningkat atau menurun untukmencapai harga tertinggi, yang 

didahului denganPengumuman Lelang. 

Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan 

pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan: 

“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang 

dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat 

atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada 

orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai 

pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan 
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diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang 

ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”. 

Selain itu, menurut Roell
12

  yang dikutip oleh Rachmat Soemitro 

menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian 

kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual 

satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun 

dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-

orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-

barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan 

lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela 

kecuali jika dilakukan atas perintah hakim. 

Saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media 

elektronik melalui internet atau Lelang Online.Dalam peraturan 

Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah 

penjualanbarang yang terbuka untuk umum dengan penawaran 

harga secaratertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untukmencapai harga tertinggi yang didahului dengan 

pengumuman lelang.
13

 

Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis 

besaradalah hanya ada dua, yaitu: 

1) Pengumpulan para peminat 

                                                           
12

Rahmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h.107 
13

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

Pasal 1 ayat (1) 
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2) Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan 

penawaran yang bersaing seluas-luasnya. 

2. Dasar Hukum Lelang 

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu: 

1) Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat 

dalamStaatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah 

beberapakali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 

3 tahun 1941.Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 

April 1908, merupakanperaturan yang mengatur prinsip-

prinsip pokok tentang lelang. 

2) Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 

tahun1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 

terakhir denganstaatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu 

Instructie merupakanketentuan-ketentuan yang 

melaksanakan Vendu Reglement. 

1. Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 106/PMK.06/2013 

atasperubahan Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 

93/PMK.06/2010Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 

atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 

176/PMK.06/2010Tentang Balai Lelang. 
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3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 

atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 

174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 

atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan  Nomor 

175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II. 

3. Manfaat Lelang 

Manfaat lelang bisa ditinjau dari sudut penjual dan sudut pembeli. 

Manfaat Lelang Bagi Penjual 

a) Mengurangi rasa kecurigaan/ tuduhan kolusi dari masyarakat 

(dalam lelang invemtaris pemerintah,BUMN dan BUMD) atau 

dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi) karena 

penjualannya secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat 

umum dapat mengontrol pelaksanaannya. 

b) Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum. 

c) Penjual lelang sangat efisien karena didahului dengan 

pengumuman, sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada 

saat hari lelang. 

d) Penjual akan mendapatkan bayaran yang cepat karena 

pembayaran lelang dilakukan secara tunai. 

e) Penjual akan mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat 

penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran 

harga yang kompetitif. 



22 

 

 

Manfaat Lelang Bagi Pembeli  

a) Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah karena 

sistem  lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti 

terlebih dahulu    tentang keabsahan penjual dan barang yang 

akan dijual (legalitas  subyek dan obyek lelang). 

b) Dalam hal ini barang yang dibeli adalah barang yang tidak 

 bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi 

mengeluarkan  biaya untuk membuat Akta Jual Beli ke 

PPAT tetapi dengan  Risalah Lelang pembeli dapat 

langsung ke Kantor Pertanahan  setempat untuk balik nama. 

Hal tersebut karena risalah Lelang  merupakan akta 

otentil dan statusnya sama dengan akta notaris. 

4. Jenis - jenis lelang 

Jenis lelang berbeda satu sama lain sesuai dengan kategorinya, 

namun secara garis besar, jenis lelang dapat di kelompokkan 

sebagai berikut: 

a. Lelang Eksekusi  

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Lelang 

Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pelayanan 

lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara 

(PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) 

dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas 

barang jaminan/sitaan milik 32 penanggung hutang yang tidak 
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membayar hutangnya kepada negara berdasarkan UU No. 49 tahun 

1960 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda 

yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN yaitu hasil 

lelang dari benda- benda jaminan si debitur kepada badan 

pemerintah atau kepada BUMN atau kepada BUMD, dan 

sebagainya. 

2. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri 

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Agama (PA) 

adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk 

melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan 

pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak 

tanggungan, yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat 

(persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan.
14

 

3. Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah) 

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak 

lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat 

maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksaan lelang ini 

adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam praktek, lelang sita pajak lebih 

sering semacam shock therapy bagi para wajib pajak, agar mereka 

segera membayar pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari 

benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaaan wajib pajak yang disita 

                                                           
14

 Purnama T. Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak 

Bergerak Melalui Lelang, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 57 



24 

 

 

oleh juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan untuk 

melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas negara, 

sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak. 

Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri 

oleh penanggung pajak.
15

 

1. Lelang Eksekusi Harta Pailit 

Lelang eksekusi harta pailit adalah Lelang yang dilakukan oleh 

pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang 

dinyatakan Pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan 

Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitur tidak dapat 

membayar utang-utangnya terhadap kreditur. 

2. Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan 

kejaksaan/penyidik 

Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh 

penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak 

ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan 

berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan 

tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi  tidak ada 

yang mengaku sebagai pemiliknya. Lelang barang sitaan adalah 

lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti 

sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat 

rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu 
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Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 

138 
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tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan pasal 

45 Kitab Undang-Undang Acara Pidana setelah mendapatkan izin 

dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil 

lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Lelang barang 

rampasan adalah Lelang benda yang berasal dari rampasan suatu 

perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan 

pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN. 

3. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia 

Lelang eksekusi jaminan fidusia adalah lelang terhadap objek 

fidusia karena debitor cedera janji atau wanprestasi, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang  nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat 

(persetujuan resmi) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila 

akan menjual secara lelang barang jaminan kredit yang diikat 

fidusia, jika debitor cedera janji atau wanprestasi.
16
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